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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dari pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut 

1. Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Produk Halal tersebut menegaskan 

bahwa “Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah 

Indonesia wajib bersertifikat halal”.  Namun masih banyak ditemukan 

produk yang beredar di masyarakat belum memiliki sertifikat halal.Oleh 

karena itu untuk menjamin perlindungan hukum terhadap konsumen dan 

penegakan hukum terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal 

khususnya produk obat-obatan, maka UU JPH menetapkan sanksi 

administratif dan sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan 

dalam UU JPH tersebut.  

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang 

Jaminan Produk Halal (UUJPH) merupakan peraturan yang menjamin dan 

melindungi konsumen Muslim dalam mendapatkan produk halal. Tidak 

semua obat-obatan memenuhi syarat untuk berstatus halal. Beberapa di 

antaranya menggunakan bahan-bahan yang belum masuk kategori halal. 

Dalam hal penggunaan produk obat-obatan yang sudah jelas 

keharamannya, Para ulama sepakat bahwa keharaman makanan bisa 

berubah menjadi halal dalam keadaan darurat. Namun, mereka berbeda 

pendapat dalam masalah apakah pengobatan dengan makanan yang haram 

yang diperbolehkan. Intinya adalah meskipun terpaksa karena 

kepentingan, seseorang tidak mesti menyerah karena kepentingan itu. 

B. Saran  

1. Saran penulis, sebagai pelaksana dari Undang-Undang Jaminan Produk 

Halal, pemerintah harus sering melakukan langkah-langkah Implementasi 

bertahap berupa sosialisasi kepada produsen dan konsumen, serta 
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melakukan pengawasan terhadap proses produksi obat yang telah 

bersertifikat halal dan memberikan sanksi kepada produsen terkait 

sertifikasi halal jika melanggar ketentuan Undang-Undang, sehingga 

pelaksanaan Jaminan Produk Halal benar-benar dapat dijalankan dengan 

baik. 

2. Dan dalam penggunaan obat-obatan yang belum memiliki sertifikat halal 

saran penulis sebaiknya berikhtiyar / berusaha mencari dan menggunakan 

obat-obatan yang sudah memiliki sertifikat halal agar kita bisa terhidar dari 

dosa karena mengkonsumsi obat yang tidak halal yang dilarang oleh 

ALLAH SWT. 
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